Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1976
TENTANG
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa ketentuan-ketentuan mengeuaiPegawai Negeri Sipil
yang sekarang berlaku, diatur dalam berbagai paraperundang-
undangan dan materinya ada yang sudah tidak skegialengan
keadaan dewasa ini, oleh sebab iu perlu diseddthandan
disempurnakan;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perltnetapkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur kembali terdamd’egawai

Negeri Sipil;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang DES45;
2.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentangolpokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CUTI PBR®W/AI NEGERI
SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud deroggin Pegawai
Negeri Sipil, selanjutnya disingkat dengan cutiglall keadaan tidak
masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tette

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

a.

Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagngtnan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemériitan
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang miiig&an oleh
Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
kekuasaannya,;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegdvegeri
Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik fredoa di

luar negeri.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atdap

mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada piabdalam

lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, &ecu

ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini gtawaturan

perundang-undangan lainnya.

BAB I
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama

Jenis Cuti

Pasal 3

Cuti terdiri dari :

a.
b
C.
d
Cc
f.

cuti tahunan;

cuti besar;

cuti sakit;

cuti bersalin;

cuti karena alasan penting; dan

cuti di luar tanggungan Negara.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 4
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja selkgiamangnya 1
(satu) tahun secara terus-menerus berhak atasloutian.
Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas)eaja.
Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hinggglja waktu yang
kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Neg@uil $ang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tekegesda pejabat
yang berwenang memberikan cuti.
Cuti tahunan diberikan secara tertulis olelapaj yang berwenang

memberikan cuti.

Pasal 5

Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yarit) gerhubungannya,

maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat dadnuntuk paling

lama 14 (empat belas) hari.

(1)

(2)

(1)

Pasal 6

Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahungy&ersangkutan,
dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk palirgna 18
(delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahundand@ahun yang
sedang berjalan.

Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 21y tahun berturut-
turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untakng lama 24
(dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahudalam tahun

yang sedang berjalan.

Pasal 7
Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaaoleyapejabat yang
berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 js&hun,
apabila kepentingan dinas mendesak.
(2) Cuti ...
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(2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimanaksimtedalam ayat
(1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama(d4 puluh
empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tafang sedang

berjalan.

Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekdkah dosen pada
perguruan tinggi yang mendapat liburan menuruttpeaa perundang-

undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti &@hun

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 9

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekgieurangnya 6
(enam) tahun secara terus-menerus berhak atasbesdir yang
lamanya 3 (tiga) bulan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti betsdak berhak lagi
atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negepil Syang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tekegemda pejabat
yang berwenang memberikan cuti.

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pmjamang berwenang

memberikan cuti.

Pasal 10
Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negetl ¥&ipg bersangkutan

untuk memenuhi kewajiban agama.

Pasal 11
Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya obghbas yang
berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apa@@entingan dinas
mendesak.
Pasal 12 ...
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Pasal 12

Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri yipt) bersangkutan

menerima penghasilan penuh.

Bagian Keempat
Cuti Sakit

Pasal 13

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakhdleatas cuti sakit.

1)

(2)

3)

(4)

()

Pasal 14
Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satay 2 (dua) hari
berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwahaeus
memberitahukan kepada atasannya.
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2igy hari sampai
dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti,sdkihgan
ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersdagkbarus
mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejghag
berwenang memberikan cuti dengan melampirkan &etatangan
dokter.
Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebdri 14 (empat
belas) Hari berhak cuti sakit, dengan ketentuarwbaRegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukammipéan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang nmisatecuti
dengan melampirkan surat keterangan dokter yanmjdk oleh
Menteri Kesehatan.
Surat keterangan dokter sebagaimana dimakslaimdayat (3)
antara lain menyatakan tentang perlunya diberik#tn tamanya
cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayadi@@rikan untuk

waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Jangka ...
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Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksudndayat (5)

dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulanbikpa
dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dydagy ditunjuk

oleh Menteri Kesehatan.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dariyp&iinya dalam

jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (bptéu ayat
(6), harus Diuji kembali kesehatannya oleh doki@ngy ditunjuk

oleh Menteri Kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatabagaimana
dimaksud dalam ayat (7) Pegawai Negeri Sipil yaagdngkutan
belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentidangan

hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendoat tunggu

berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugandung
berhak atas cuti sakit untuk paling lama 11/2 (satengah) bulan.
Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana diothkkalam ayat
(1), Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang ebnamyg
memberikan cuti dengan melampirkan surat keteradg&ter atau
bidan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaamuaalan oleh karena

menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perhdapmgat perawatan,

berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari petmyek

Pasal 17

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimatdtsiasn Pasal-pasal

14 sampai dengan 16, Pegawai Negeri Sipil yangahgkaitan menerima

penghasilan penuh.

Pasal 18 ...
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Pasal 18
Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pe$ sampai
dengan 16, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 14 é@ya
diberikan secara tertulis oleh pejabat yang bermgmaemberikan
cuti.
Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasaya4 (1) cukup
dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian.

Bagian Kelima

Cuti Bersalin

Pasal 19
Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedwa) HKetiga,
Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersal
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan usstga, kepada
Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti di lu@nggungan
Negara.
Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam d¥adan (2) adalah 1

(satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudahlipers.

Pasal 20
Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Ne&®pil wanita
yang bersangkutan mengajukan permintaan secatdigdrepada
pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Cuti bersalin diberikan secara tertulis olefapat yang berwenang

memberikan cuti.

Pasal 21

Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeril Signita yang

bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian ...
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Bagian Keenam

Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 22

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan pentirigladati karena :

a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak,tosgratau menantu
sakit keras atau meninggal dunia;

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksuamdauruf a
meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yandakee
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mesgoak-hak
dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

C. melangsungkan perkawinan yang pertama;

d. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudlieim Presiden.

Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti kareaaat penting.
(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukdeh pejabat yang

berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (tudgn.

Pasal 24

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan pentiega®ai Negeri
Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan aetetulis
dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabad
berwenang memberikan cuti.

(2) Cuti karena alasan penting diberikan secarali®roleh pejabat
yang berwenang memberikan cuti.

(3) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai N&gatl yang
bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dgbaieyang
berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang ¢gitidi tempat
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerjatdapanberikan

izin sementara untuk menjalankan cuti karena alpsating.

(4) Pemberian ...
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(4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimakalaindayat (3)
harus segera diberitahukan kepada pejabat yang ebang
memberikan cuti oleh pejabat yang memberikan iementara.

(5) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setef@nerima
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayatd@perikan
cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeil $ing

bersangkutan.

Pasal 25
Selama menjalankan cuti karena alasan penting,waedsdegeri Sipil

yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh
Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Pasal 26
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekesgkurang-
kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus,n8aedasan-
alasan pribadi yang penting dan mendesak dapatildibecuti di
luar tanggungan Negara.
(2) Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikgraling lama 3
(tiga) tahun.
(3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan Negaraaga&imana
dimaksud dalam ayat (2) dipat diperpanjang palamgd 1 (satu)

tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk

memperpanjangnya.

Pasal 27
(1) Cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkaga®ai Negeri
Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatarikg@yali cuti di
luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dateal R9
ayat (2).
(2) Jabatan ...
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(2) Jabatan yang menjadi lowong karena,pemberiain diu luar

tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.

Pasal 28

(1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan Naga&egawai
Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permmntsecara
tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikéndcsertai
dengan alasan-alasannya.

(2) Cuti di luar tanggungan Negara hanya dapatrittdie dengan surat
keputusan pejabat yang berwenang memberikan dogigaémana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah mendapsgtppian dari

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 29
(1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan fdedegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima aesilgh dari Negara.
(2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negtadak

diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Neggiti Si

Pasal 30
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kathkepada instansi
induknya setelah habis masa menjalankan cuti dithrggungan Negara

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai N8geti

Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepadstainsi induknya

setelah habis masa menjalankan cuti di luar targgguiNegara, maka :

a. apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan irsstayang
bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan mistrasi
Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkada pa
instansi lain;

c. apabila ...
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c. apabila penempatan yang dimaksud dalam huridgal mungkin,

maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilngikean dari

jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak

kepegawaian menurut peraturan perundang-undanganbgalaku.

Bagian Kedelapan

Lain-lain

Pasal 32
(1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankantabunan, cuti
besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dydakgmbali
bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
(2) Dalam hal terjadi sebagai dimaksud dalam ayatrtaka jangka
waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadk Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 33
Segala macam cuti yang akan dijalankan di luar Neanya dapat
diberikan oleh pejabat-pejabat sebagai dimaksudndd&tasal 2 ayat (1)
kecuali cuti besar yang digunakan untuk menjalarkeavajiban agama.

Pasal 34
Dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala maaénPegawai
Negeri Sipil dapat ditangguhkan.

Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturand?gtah ini diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36
Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturameritgah ini
ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawéalegara.
BABIII ...
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BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunyaté®@an Pemerintah
ini, sedang menjalankan cuti berdasarkan peratl@am, dianggap

menjalankan cuti berdasarkan Peraturan Pemeriimah

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38
(1) Cuti Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebd&gabat Negara
diatur dalam peraturan tersendiri.
(2) Cuti Jaksa Agung dan Pimpinan Lembaga Pemérirtin
Departemen yang dijabat oleh bukan Pegawai Negpit, 8iatur

dalam peraturan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini tdikegsa tidak berlaku

lagi :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951 tentstirgihat
Karena Hamil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 142);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tenargberian
Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968or 26,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 379);

c. Peraturan ...
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C. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1953 tenRergbahan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentamgb&&n
Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 196@or 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 404);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1954 tenRergbahan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentamgb&&n
Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 19&#or 39);

e. Bijblad Nomor 13448 sebagaimana telah beberapalikibah dan
ditambah, terakhir dengan Bijblad Nomor 13994 (Pemain Culti

Di Luar Tanggungan Negara);

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tandigaldangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerismap&ngundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalambaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1976
TENTANG
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui, bahwa dewasa ini Cuti Peddegeri Sipil diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Dalam rangka usamgederhanakan dan menyempurnakan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawai@andang perlu mengatur cuti
Pegawai Negeri Sipil dalam satu Peraturan Pemérinta

Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmaniaoti@amiy maka kepada Pegawai Negeri
Sipil setelah bekerja selama jangka waktu tertpetiu diberikan cuti.

Cuti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah inquk® cuti di luar tanggungan Negara,
adalah hak Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam
jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinasdessk.

Cuti di luar tanggungan Negara bukan hak PegawgeNeSipil. Cuti di luar tanggungan
Negara dapat diberikan untuk kepentingan pribadgyaendesak Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, umpamanya seorang Pegawai Negeri

Sipil wanita untuk mengikuti suaminya yang ditugaskdi luar negeri. Setiap pimpinan
haruslah mengatur pemberian cuti sedemikian rugangga tetap terjamin kelacaran
pelaksanaan pekerjaan. Menurut perhitungan, peawbecuti dalam waktu yang sama
sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah kekuatan lmedapat tetap menjamin kelancaran
pekerjaan.

Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hakyeuwajib mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang midsabbeuti melalui hierarki, kecuali cuti
sakit yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1). Untekdapatkan cuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1). Pegawai Negeri Sipil yaegangkutan cukup memberitahukan

kepada atasannya langsung.

Segala ...
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Segala macam cuti yang dimaksud dalam Peraturarerifgahn ini diberikan secara tertulis
oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sakidgaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1). Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasaya#(1) cukup dicatat oleh pejabat yang

mengurusi kepegawaian.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cuti Pegawai Negeri Sipil hendaknyalah diberiteat pada waktunya. Untuk
memungkinkan hal ini, maka pendelegasian wewenamgk memberikan cuti
kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekamaisya masing-masing
hendaknya didelegasikan sejauh mungkin kepada giepapabat sampai
satuan organisasi bawahan, umpamanya pemberiantatwtan, cuti sakit
yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari, cakisdalam dan oleh karena
menjalankan tugas kewajiban, cuti bersalin, dam katena alasan penting
hendaknya didelegasikan sejauh mungkin sampai kepagjabat yang
terbawanh.
Pendelegasian wewenang untuk memberikan cutt gakig lebih dari 14
(empat belas) hari dan cuti besar dapat dibatagpaitingkat pejabat tertentu,
umpamanya sampai dengan pimpinan instansi vetiiigkat Propinsi.
Pemberian cuti di luar tanggungan Negara, dilakusendiri oleh para pejabat
yang dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dideikgas
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 ...
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Pasal 4
Yang berhak mendapat cuti tahunan adalah Pegiegeri Sipil, termasuk calon
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang#gnya 1 (satu) tahun secara
terus-menerus. Yang dimaksud dengan bekerja s¢éearssmenerus adalah bekerja
dengan tidak terputus karena menjalankan cutiati tanggungan Negara atau karena

diberhentikan dari jabatan dengan menerima uargptun

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cuti tahunan hanya dapat ditangguhkan pelaksagaaapabila Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mungkin megalgan pekerjaannya
karena ada pekerjaan yang mendesak yang harusaselgelesaikan.
Penangguhan ini tidak boleh lebih lama dari 1 (satoun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada s¢kalan dosen pada perguruan
tinggi, baik yang mengajar pada sekolah/perguruaggit Negeri maupun yang

dipekerjakan/diperbantukan untuk mengajar pada lalkekmerguruan tinggi swasta
yang mendapat liburan menurut peraturan perundadgngan yang berlaku, tidak

berhak atas cuti tahunan.

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secatsstmenerus setiap 6 (enam)
tahun berhak atas cuti besar, umpamanya seoramgkdia menjadi calon
Pegawai Negeri Sipil 1 April 1970. Pada tanggal [rilA1971 ia diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 1 Ap#ir6, Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan berhak atas cuti besai. i&gtr yang tidak diambil
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tepat paaktumnya, dapat diambil
pada tahun-tahun berikutnya. tetapi keterlambatamgambilan cuti besar itu
tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cwsds yang berikutnya.
Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil telah beal@ak cuti besar pada
tanggal 1 April 1975, tetapi karena sesuatu sebtlbesar itu baru diambilnya
pada tanggal 1 April 1977. Dalam hal yang sedemil@agawai Negeri Sipil
yang bersangkutan baru berhak atas cuti besar lyankutnya pada 1 April
1983.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Neggui $ang bersangkutan untuk

memenuhi kewajiban agama, umpamanya menunaikaahdeai.

Pasal 11

Apabila kepentingan dinas mendesak, maka penmbeut besar dapat ditangguhkan
untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentaamb selama masa penangguhan
itu diperhitungkan sebagai hak untuk mendapatkarbesar berikutnya. Umpamanya
seorang Pegawai Negeri Sipil telah berhak atasbadar pada 1 April 1975, tetapi
karena ada tugas kedinasan yang mendesak, makksa®an cuti besar itu
ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang membegkénselama 2 (dua) tahun,
oleh sebab itu cuti besar tersebut baru diberikaApfil 1977. Dalam hal yang
sedemikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuéahak atas cuti besar berikutnya
pada 1 April 1981.

Pasal 12 ...
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Pasal 12
Yang dimaksud dengan penghasilan penuh adalalpgiepk dan penghasilan lain
yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan @angaundangan yang berlaku

kecuali tunjangan jabatan pimpinan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Apabila Pegawai Negeri Sipil sakit yang tidakilkedari 2 (dua) hari, cukup
memberitahukan kepada atasannya langsung sedaits tetau dengan lisan.

Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dari tetapi tidak lebih dari 14
(empat belas) hari harus mengajukan permintaanreaetartulis untuk
mendapatkan cuti sakit kepada pejabat yang berwemaemberikan cuti
melalui hierarki dengan melampirkan surat keterandakter, baik dokter
Pemerintah maupun dokter swasta.

Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 pam belas) hari harus
mengajukan permintaan secara tertulis untuk menkkapauti sakit kepada
pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan mélen surat
keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri KesamaCuti sakit yang lebih
dari 14 (empat belas) hari tidak dapat diberikaas atasar surat keterangan
dokter swasta.

Ayat (4) sampai dengan Ayat (8)

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Cuti sakit yang dimaksud dalam Pasal ini adalati sakit yang tidak terbatas
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waktunya.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukah pkgabat yang berwenang
memberikan cuti, berdasarkan pertimbangan waktug ydiperlukan oleh

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetapktigaleh lama lebih dari 2

(dua) bulan.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal yang mendesak, izin sementara untukjalaekan cuti karena
alasan penting dapat diberikan oleh pejabat yariondgi di tempat Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
Umpamanya :
Seorang Kepala instansi vertikal di Propinsi nagrad berita bahwa ibunya
meninggal dunia di tempat lain. Pejabat yang beamgnmemberikan cuti
terhadap Kepala instansi vertikal itu adalah DuektJenderal dari
Departemennya. Dalam hal ini maka Gubernur Kepalaer&h dapat
memberikan izin sementara kepada Kepala instansikake tersebut untuk
menjalankan cuti karena alasan penting.

Ayat (4)
Izin sementara untuk menjalankan cuti karenaaalasenting yang telah
diberikan oleh pejabat sebagai dimaksud dalam @jatwajib diberitahukan
dengan segera kepada pejabat yang berwenang mkambeuti.

Ayat (5)
Pejabat yang berwenang memberikan cuti, berdasapkemberitahuan yang
disampaikan oleh pejabat sebagai dimaksud dalaim(4)yderikan cuti karena

alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yangphgkutan secara resmi.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cuti di luar tanggungan Negara hanya dapat diaerkepada Pegawai Negeri
Sipil karena ada alasan-alasan pribadi yang pedangmnendesak, umpamanya
Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengikuti suamiggag bertugas di luar

negeri.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28

Pemberian cuti di luar tanggungan Negara tidalatdjglelegasikan oleh pejabat yang

berwenang memberikan cuti sebagai dimaksud dalaa Rayat (1).

Pasal 29

Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankandtutiar tanggungan Negara
tidak berhak menerima penghasilan, dari Negardhittergy mulai bulan
berikutnya ia menjalankan cuti di luar tanggungaeg&ta itu, dan segala
fasilitas yang diperolehnya harus dikembalikan Kepanstansi tempat ia
bekerja.

Ayat (2)
Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negidak diperhitungkan
sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, baik sebagsa kerja untuk
perhitungan pensiun, maupun sebagai masa kerj&k @naikan pangkat,

kenaikan gaji berkala dan lain-lain.

Pasal 30
Apabila masa menjalankan cuti di luar tanggungagara habis, Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan tidak melaporkan diri kembaliaklepinstansinya, maka Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan derfgamat sebagai Pegawai Negeri
Sipil. Pemberhentian ini dilakukan dengan suratukegan pejabat yang berwenang

mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31 ...
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Pasal 31 sampai dengan Pasal 40

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG



